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2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Prosedur Audit Kinerja
2.1.1 Pengertian Audit Sektor Publik

Menurut Rai (2008) audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan
terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang
pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya
dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria
yang ditetapkan. Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan
negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang
ini  merupakan pengganti ketentuan warisan Belanda, vyaitu Indische
Comptabiliteitswet (ICW) dan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemene
Rekenkamer (IAR), yang mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan

keuangan oleh pemerintah.



Secara sederhana audit (auditing) adalah kegiatan membandingkan suatu
kriteria (apa yang seharusnya) dengan kondisi (apa yang seharusnya terjadi). Arens,
et al. (2005) mendefinisikan audit sebagai kegiatan pengumpulan dan evaluasi
terhadap bukti-bukti yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen
untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara kondisi yang
ditemukan dan kriteria yang ditetapkan.

Berdasarkan UU No. Tahun 2004 dan SPKN, teradapat tiga jenis audit
keuangan negara, yaitu audit keuangan, audit Kinerja, dan audit dengan tujuan
tertentu. Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk
memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), apakah laporan
keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi
komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Audit
kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai
macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi,
efisiensi, dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang
diaudit dan meningkatkan akuntabilitas. Audit dengan tujuan tertentu adalah audit
khusus, di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan
simpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat
eksaminasi (examination), reviu (review), atau prosedut yang disepakati (agreed-
upon procedures). Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di

bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal.



2.2 Pengertian Audit Kinerja

Menurut Robbins (1986), kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap
pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan
bersama. Sedangkan menurut Ahuya (1996), kinerja adalah cara perseorangan atau
kelompok dari suatu organisasi menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas. Dari
kedua definisi tersebut terlihat bahwa istilah kinerja mengarah pada dua hal, yaitu
proses dan hasil yang dicapai.

Menurut Malan, Fountain, Arrowsmith, dan Lockridge (1984) audit kinerja
merupakan suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti
secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau kegiatan.
Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas
dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum,
dan kebijakan yang terkait. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat
keterkaitan antara kinerja dan kriteria yang ditetapkan serta mengomunikasikan
hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Fungsi audit Kinerja adalah
memberikan review independen dari pihak ketiga atas kinerja manajemen dan
menilai apakah kinerja organisasi dapat memenuhi harapan.

Menurut Pasal 4 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mendefinisikan audit kinerja
sebagai audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek
ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.

Terakhir, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyatakan

bahwa audit kinerja mencakup tujuan yang luas dan bervariasi, termasuk tujuan
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yang berkaitan dengan penilaian hasil dan efektivitas program, ekonomi dan
efisiensi, pengendalian internal, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku, serta bagaimana cara meningkatkan efektivitas.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan
dasar dari audit kinerja adalah menilai kinerja suatu organisasi, program, atau
kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Audit
kinerja (performance audit) merupakan perluasan dari audit laporan keuangan,
dalam prosedur dan tujuan.

2.3 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

Menurut PER-01/AAIPI/DPN/2021 Standar Audit Intern Pemerintah, yang
selanjutnya disebut Standar, adalah Standar sebagaimana dimaksud dalam
Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah (KP3IP). Standar
wajib diterapkan oleh Pimpinan APIP dan Auditor dalam seluruh kegiatan
pengawasan intern, termasuk di dalamnya kegiatan audit sebagimana dimaksud
dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

2.3.1 Pengelolaan Pengawasan Intern

Pimpinan APIP harus mengelola kegiatan Pengawasan Intern secara efektif
untuk memastikan Pengawasan Intern memberikan nilai tambah bagi organisasi.
Pengawasan intern dikelola secara efektif ketika:

a. Pengawasan intern mencapai tujuan dan tanggung jawab yang

tercantum dalam piagam Pengawasan Intern (audit charter);

b. Pengawasan intern sesuai dengan Standar;
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c. Seluruh individu yang melakukan Pengawasan Intern mematuhi Kode
Etik dan Standar; dan
d. Mempertimbangkan isu-isu terkini dan permasalahan-permasalahan
yang dapat memengaruhi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2.3.2 Sifat Dasar Pengawasan Intern
Pengawasan intern harus mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada
perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada organisasi
dengan menggunakan pendekatan sistematis, disiplin, dan berbasis risiko.
Kredibilitas dan nilai pengawasan intern meningkat apabila auditor bersikap
proaktif dan hasil pengawasannya memberikan wawasan baru beserta
pertimbangan dampaknya di masa depan.
2.3.3 Perencanaan Penugasan Pengawasan Intern
Auditor harus menyusun dan mendokumentasikan rencana untuk setiap
penugasan, termasuk tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya
penugasan. Rencana penugasan harus mempertimbangkan strategi, tujuan, dan
risiko organisasi yang relevan dengan penugasan.
2.3.4 Pelaksanaan Penugasan
Auditor harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan

mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.



